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Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Untuk
Membantu Kepala Daerah dalam menegakan Penyelenggaraan
Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat
dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk  Satpol PP. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan program dan pelaksanaan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat; 
b. Pelaksanaan kebijakan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; 
c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah;
e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau instansi terkait lainnya; 
f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
g. Pelaksanaan tugas lainnya, meliputi :
1) Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan  dan penyebarluasan produk hukum daerah;
2) Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP, termasuk pejabat negara dan tamu negara;
3) Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
4) Membantu pengamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah; 
5) Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan 
6) Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar bahwa dalam melaksanakan pembagian fungsi manajemen pada Satpol PP dan Damkar ditetapkan struktur organisasi sebagai berikut : 
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Gambar 2.1  Bagan Struktur Organisasi
[bookmark: _GoBack]Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar
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Rincian tugas untuk masing-masing unit kerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan.
Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi :
a. Penetapan kebijakan teknis tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar;
b. pelaksanaan kebijakan operasional tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar di bidang kesekretarian, penegakan hukum daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, pelindungan masyarakat, tindakan represif non yustisial terhadap masyarakat, badan hukum dan aparatur yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan peraturan Bupati; 
c. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan pengawasan serta pembagian tugas kepada bawahan di bidang kesekretariatan, penegakan hukum daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; 
d. pelaksanaan koordinasi proses penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan Bupati, dan keputusan Bupati; 
e. pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Satpol PP dan Damkar; dan 
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan capaian kinerja optimal.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelanggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Sekretariat; 
b. pengelolaan pelayanan administrasi umum; 
c. pengelolaan administrasi kepegawaian; 
d. pengelolaan administrasi keuangan; 
e. pengelolaan administrasi perlengkapan; 
f. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah; 
g. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol; 
h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; 
i. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian; 
j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas tugas bidang; 
k. pengelolaan kearsipan; 
l. pemantauan serta evaluasi organisasi dan tata laksana; dan 
m. pengoordinasian pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Satuan.

3. Sub Bagian Penyusunan Program 
		Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai
tugas : 
a. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Satpol PP dan Damkar; 
b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen rencana program dan anggaran; 
c. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Satpol PP dan Damkar; 
d. menyiapkan bahan bahan evaluasi kinerja Satpol PP dan Damkar; 
e. menyiapkan bahan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan; dan 
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris.

4. Sub Bagian Keuangan 
	Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan; 
b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang keuangan; 
c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
d. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan di lingkungan Satpol PP dan Damkar; 
e. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi di bidang pengelolaan keuangan Satpol PP dan Damkar; dan 
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Sekretaris.

5. Sub Umum dan Kepegawaian 
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan; 
c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan; 
d. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat; 
e. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian; 
f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah; 
g. menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi; 
h. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian; 
i. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan; dan 
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris.

6. Bidang Penegakan Hukum Daerah
	Bidang Penegakan Hukum Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam urusan bidang penegakan perundang-undangan daerah.
Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Penegakan Hukum Daerah mempunyai fungsi:
1. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan perundang-undangan daerah;
1. pelaksanaan koordinasi pengawasan penyelidikan dan penyidikan; 
1. pelaksanaan koordinasi pengawasan pembinaan kepada petugas tindak internal dan penyidik pegawai negeri sipil; 
1. perumusan program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
1. perumusan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya; dan 
1. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Satuan.

7. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
	Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas :
5. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan pendokumentasian produk hukum daerah yang masuk dalam lingkup tugas Satpol PP dan Damkar; 
5. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja penyuluhan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya; 
5. menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan mengenai peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya kepada aparatur sipil negara dan warga masyarakat sesuai lingkup tugasnya; 
5. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di masyarakat; dan 
5. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang

8. Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidikan
	Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidikan mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam melaksanakan pembinaan PPNS Daerah; 
b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelidikan, pemeriksaan terhadap aktivitas kegiatan masyarakat yang diduga melanggar peraturan daerah, peraturan Bupati, dan peraturan perundang-undangan lainnya; 
c. menyiapkan bahan pelaksanaan tindak lanjut pegaduan terhadap usaha masyarakat yang diduga melakukan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya; 
d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam menangani aktivitas masyarakat yang diduga melakukan pelanggaran peraturan daerah; 
e. menyiapkan bahan pengawasan terhadap aktivitas dan/atau usaha masyarakat yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat; dan 
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang




9. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 
	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum.
Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelanggarakan fungsi:
a. pembinaan dan pengendalian penertiban peraturan Daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati; 
b. pengoordinasian pengawasan dan pemantauan tugas operasional penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 
c. pengoordinasian dengan perangkat daerah atau instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 
d. perumusan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; 
e. perumusan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan 
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Satuan.

10. Seksi Operasi dan Pengendalian
Seksi Operasi dan Pengendalian  mempunyai tugas :
a. melaksanakan penertiban penindakan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya; 
b. menyusun bahan rencana patroli ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Daerah; 
c. menyusun bahan rencana operasional penertiban pedagang kaki lima, pemasangan reklame, spanduk dan baliho yang tidak sesuai ketentuan; 
d. menyusun bahan rencana operasional penertiban pengamen, gelandangan, orang terlantar, serta penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah Daerah; 
e. menyusun bahan rencana operasi pembinaan dan penertiban aparatur sipil negara dan pelajar di wilayah Daerah; 
f. menyusun bahan pembinaan operasi; 
g. melaksanakan tugas operasional lain terkait pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum; dan 
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang.

11. Seksi Pengamanan dan Pengawalan
	Seksi Pengamanan dan Pengawalan mempunyai tugas :
a. menyusun dan melaksanakan rencana pengamanan dan pengawalan Bupati dan/atau Wakil Bupati; 
b. melaksanakan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP dan/atau tamu VIP; 
c. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengamanan rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati;
d. melaksanakan bantuan pengamanan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah; 
e. melaksanakan bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian dan/atau kegiatan yang bersifat massal; 
f. menyiapkan bahan pembinaan pengamanan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang.

12. 
12. Bidang Pelindungan Masyarakat
	Bidang Pelindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Linmas.
	Dalam melaksanakan tugas, Pelindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
a. merumuskan kebijakan peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia anggota Linmas; 
b. merumuskan rencana strategis pemetaan jumlah personil dan kesiapan Satlinmas; 
c. merumuskan rencana strategis operasional Linmas dalam membantu proses penyelamatan dan penyaluran bantuan korban bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan pengamanan pemilihan umum; 
d. merumuskan kebijakan dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat; 
e. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan;
f. menyiapkan bahan koordinasi kerja sama dengan instansi dan/atau lembaga terkait dalam rangka penyelenggaraan perlindungan masyarakat; 
g. melaksanakan verifikasi laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Satuan.

13. Seksi Satuan Pelindungan Masyarakat
	Seksi Satuan Pelindungan Masyarakat mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penyusunan prosedur tetap pengerahan anggota satuan perlindungan masyarakat dalam rangka membantu proses evakuasi, rehabilitasi, dan penyaluran bantuan kepada korban bencana; 
b. melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data jumlah anggota satuan perlindungan masyarakat; 
c. melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota satuan perlindungan masyarakat; 
d. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait dalam rangka pengerahan anggota satuan perlindungan masyarakat untuk pengamanan daerah bencana, keamanan ketertiban masyarakat dan pemilihan umum; 
e. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait untuk pemetaan kategori daerah rawan bencana dan atau penyusunan rute peninjauan/pemantauan bencana, serta pos keamanan lingkungan; dan 
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang

14. Seksi Seksi Bina Potensi Masyarakat
	Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan dan rencana kerja pembinaan dan pembangunan potensi masyarakat; 
b. menyusun rencana pengembangan potensi Linmas dalam menjaga keamanan lingkungan; 
c. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan potensi masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan dalam rangka penyelenggaraan Linmas dan pengamanan swakarsa; 
d. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan untuk peringatan dini di lingkungan masyarakat; 
e. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bina potensi masyarakat; dan 
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang.

15. Bidang Pemadam Kebakaran
	Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kelapa Satuan dalam pelaksanaan urusan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
	Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan daerah di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
b.  penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Satpol PP dan Damkar di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan; 
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan; 
d. pengkajian bahan koordinasi pelaksanaan pencegahan, kesiapsiagaan kebakaran, dan penyelamatan; 
e. pengkajian bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, kesiapsiagaan kebakaran, dan penyelamatan; 
f. perencanaan kebijakan, analisa, dan kajian kebutuhan, serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; 
g. pembinaan dan pengawasan penataan aparatur serta fasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; 
h. pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, baik pengembangan dan peningkatan teknis keterampilan, maupun manajemen serta mental spiritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; 
i. pelaksanaan analisis kebutuhan, standardisasi, identifikasi dan inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, dan alat pelindung diri petugas, serta menyelenggarakan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota lain, pengolah dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan, verifikasi/validasi data dan laporan kebakaran dan penyelamatan;
j. penyelenggaraan fasilitasi pengadaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran; 
k. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; 
l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan 
m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Satuan

16. Seksi Pencegahan dan Investigasi
	Seksi Pencegahan dan Investigasi mempunyai tugas :
a. melaksanakan tugas investigasi kebakaran di wilayah Daerah; 
b. menyiapkan bahan penyusunan rencana pola operasional pencegahan dan investigasi kebakaran; 
c. menyiapkan bahan penyuluhan pencegahan dan investigasi kebakaran; 
d. menyiapkan bahan untuk menentukan langkahlangkah pencegahan dan antisipasi kebakaran; 
e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam kegiatan pencegahan dan investigasi kebakaran; 
f. melaksanakan inspeksi peralatan pencegahan kebakaran; 
g. melaksanakan investigasi penyebab kebakaran; 
h. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan terjadinya kebakaran; dan 
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang

17. Seksi Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana
	Seksi Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana mempunyai tugas :
a. melaksanakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran serta penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran; 
b. melaksanakan layanan respon cepat penanggulangan dan pengendalian kebakaran; 
c. menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran; 
d. melaksanakan layanan respon cepat operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran; 
e. melaksanakan layanan respon cepat operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya; 
f. melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; 
g. menyelenggarakan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat perlindungan diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran; dan 
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang

18. Pada Satpol PP dan Damkar dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Satpol PP dan Damkar. Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT Satpol PP dan Damkar ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

19. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jenis, jenjang, dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional diduduki oleh Pejabat Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan. 
Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris dan/atau Kepala Bidang. Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Sekretaris dan/atau Kepala Bidang. Subkoordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Kepala Satuan.  Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur dan tugas Subkoordinator ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan.
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2.2.1	Sumber Daya Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung dengan sumber daya aparatur yang handal. Kondisi akhir sumber daya aparatur pada tahun 2022 sejumlah 91 personil yang terdiri dari 62 personil berstatus PNS dan 29 Personil berstatus tenaga honor lepas (THL).  Klasifikasi PNS berdasarkan golongan, eselonering dan pendidikan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Komposisi Jumlah Pegawai Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar 
Berdasarkan Golongan Tahun 2022.
	No.
	Golongan
	Jumlah
	Prosentase
(%)

	
	
	Laki-laki
	Perempuan
	

	1.
	Golongan IV
	9
	2
	22,2

	2.
	Golongan III
	29
	6
	20,69

	3.
	Golongan II
	22
	2
	9,09

	4.
	Golongan I
	1
	
	0

	5.
	Tenaga Honor/THL
	29
	2
	6,89

	
	JUMLAH :
	90
	12
	58,89




Tabel 2.2
Komposisi Jumlah (ASN) Pegawai Satpol PP dan Damkar 
Kabupaten Blitar
Berdasarkan Eselon Tahun 2022.
	No.
	Jabatan
	Eselon II
	Eselon III
	Eselon IV
	Staf
	Jumlah

	1.
	Kepala Satuan
	1
	-
	-
	-
	1

	2.
	Sekretariat
	
	1
	3
	6
	10

	3.
	Bidang GakHukDa
	
	1
	2
	5
	8

	4.
	Bidang Tribum
	
	1
	2
	24
	27

	5.
	Bidang Linmas
	
	1
	2
	2
	5

	6.
	Bidang Damkar
	
	1
	2
	3
	6

	7.
	UPT Damkar
	
	-
	1
	
	1

	8.
	JFT
	
	
	
	3
	3

	JUMLAH
	1
	5
	12
	43
	61



Tabel 2.3
Komposisi Jumlah (ASN) Pegawai Satpol PP dan Damkar 
Kabupaten Blitar 
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022.
	No
	Jabatan
	S-2
	S-1
	D-3
	SMA
	SMP
	SD
	Jumlah

	1.
	Kepala Satuan
	
	1
	
	
	
	
	1

	2.
	Sekretariat
	3
	5
	-
	2
	
	
	10

	3.
	Bidang GaHukda
	1
	5
	-
	2
	
	
	8

	4.
	Bidang Tribum
	1
	4
	-
	19
	2
	1
	27

	5.
	Bidang Linmas
	1
	3
	-
	1
	
	
	5

	6.
	Bidang Damkar
	1
	3
	-
	2
	
	
	6

	7.
	UPT Damkar
	-
	1
	-
	-
	
	
	1

	8.
	JFT
	1
	1
	1
	
	
	
	3

	J U M L A H
	8
	25
	6
	26
	2
	1
	61




Tabel 2.4
Komposisi Jumlah (ASN) Pegawai Satpol PP dan Damkar 
Kabupaten Blitar  
Berdasarkan Kelompok Usia tahun 2020
	No
	Usia
	Jumlah
	Prosentase
(%)

	
	
	Laki-laki
	Perempuan
	

	1.
	< 25 th
	-
	-
	0

	2.
	25 - 30 th
	-
	3
	4,92

	3.
	31 – 40 th
	7
	-
	11,48

	4.
	41 – 50 th
	24
	5
	47,54

	5.
	51 – 55 th
	11
	-
	18,03

	6.
	> 56th
	10
	1
	18,03

	J U M L A H
	52
	9
	100



Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Blitar saat ini sebanyak 92 (ASN dan tenaga kontrak). Bila dilakukan analisa, harus diakui bahwa dibandingkan dengan luas wilayah dan cakupan beban kerja jumlah dan kualitas SDM yang ada masih sangat minim (kurang).  Sesuai dengan komposisi jumlah pegawai ASN Satpol PP dan Damkar berdasarkan kelompok usia bahwa diprediksi dalam 5 tahun kedepan 10 anggota Polisi Pamong Praja dan Damkar akan memasuki masa pensiun sehingga jumlahnya akan semakin berkurang.  Berdasarkan pengamatan di lapangan, banyak titik-titik pengamanan dalam pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Kabupaten Blitar yang jumlahnya masih jauh dari yang diharapkan.  Dikhawatirkan jika tidak ada penambahan jumlah Polisi Pamong Praja dan Damkar akan berpengaruh terhadap capaian kinerja. Idealnya dengan jumlah penduduk tahun 2021 sekitar 1.223.745 orang dan luas wilayah 1.588,79 km2 dibutuhkan SDM Satpol PP dan Damkar sebanyak 251 sampai 350 PNS.  Oleh sebab itu, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar terus melakukan koordinasi dengan BKSDM Kabupaten Blitar untuk dilakukan penambahan personil atau penetapan formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.  Sedangkan untuk meningkatkan kualitas SDM, Satpol PP dan Damkar kabupaten Blitar terus berupaya melalui pendidikan dan pelatihan termasuk bimbingan teknis, seminar serta rapat kerja sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan (skill) untuk dapat membentuk perilaku/karakter dan bekerja profesional.  Disamping itu juga dilakukan kegiatan kesemaptaan (fisik) guna menjaga kebugaran anggota dalam melaksanakan tugas.

[bookmark: _Toc464652376]Dalam perkembangannya, tantangan dan permasalahan yang dihadapi Satpol dan Damkar semakin sulit dan beragam termasuk dalam hal penyidikan serta penyelidikan.  Oleh sebab itu, kuantitas dan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar juga perlu menjadi perhatian untuk terus ditingkatkan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap perundang-undangan (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah).















Gambar 2.1  Perkembangan Jumlah Pegawai Tahun 2016 sampai Tahun 2020.



Saat ini terdapat 6 (enam) orang PPNS Satpol PP dan sekitar 10 (sepuluh) orang PPNS berada di beberapa perangkat daerah yang lain.  Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2019 tentang PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah bahwa untuk mewadahi kebaradaan PPNS di daerah diperlukan adanya Sekretariat PPNS di Satpol PP dan Damkar (sebagai koordinator PPNS) yang akan dibentuk dengan Keputusan Bupati. Dengan adanya Sekretariat PPNS diharapkan koordinasi dan kerjasama (eksistensi) PPNS dapat lebih optimal.
Komponen lain yang membantu tugas penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Linmas) adalah Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat (Satgas Linmas) yang dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.  Penyelenggaraan Linmas mengacu pada Permendagri Nomor  26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat; Perda Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat; dan Perbub Blitar Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, antara lain memuat hal-hal sebagai    berikut :
a. penanggulangan bencana;
b. keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
c. penegakan Perda, Perkada, dan Perdes;
d. penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu;
e. dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
f. upaya pertahanan negara.
Penyelenggaraan Linmas di 248 Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dengan membentuk Satlinmas. Anggota Satlinmas secara keseluruhan tersebar di 22 kecamatan dan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Secara garis besar jumlah petugas perlindungan masyarakat (Linmas) mengalami peningkatan meskipun tidak stabil.  Rata-rata jumlah pertumbuhan jumlah petugas Linmas sebesar 22,84 % per tahunnya.  Pada akhir tahun 2020 jumlah anggota Linmas 6.016 orang. Namun demikian dalam rangka mendukung tugas yang menjadi kewenangan kabupaten, aparat tersebutdapat diberdayakan melalui mekanisme kerja tugas pembantuan dari provinsi kekabupaten/kota. Adapun komposisi anggota linmas yang tersebar di wilayah Kabupaten Blitar dapat dirinci sebagai berikut : 

Tabel 2.5
Kompisisi Anggota LINMAS Kabupaten Blitar
Tahun 2020
	NO.
	KECAMATAN
	JUMLAH Desa/Kel.
	JUMLAH (ORG)
	KETERANGAN

	1. 
	Bakung
	11
	171
	

	2. 
	Wnonotirto
	8
	194
	

	3. 
	Panggungrejo
	10
	222
	

	4. 
	Wates
	8
	170
	

	5. 
	Binangun
	12
	246
	

	6. 
	Sutojayan
	11
	259
	

	7. 
	Kademangan
	15
	349
	

	8. 
	Kanigoro
	12
	360
	

	9. 
	Talun
	14
	320
	

	10. 
	Selopuro
	8
	214
	

	11. 
	Kesamben
	10
	262
	

	12. 
	Selorejo
	10
	220
	

	13. 
	Doko
	10
	210
	

	14. 
	Wlingi
	9
	257
	

	15. 
	Gandusari
	14
	350
	

	16. 
	Garum
	9
	301
	

	17. 
	Nglegok
	11
	339
	

	18. 
	Sanankulon
	12
	276
	

	19. 
	Ponggok
	15
	475
	

	20. 
	Srengat
	16
	340
	

	21. 
	Wonodadi
	11
	251
	

	22. 
	Udanawu
	12
	230
	

	J U M L A H :
	248
	6.016
	



 
2.2.2	Sarana dan Prasarana
Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar, terutama pelayanan kepada masyarakat dalam menjaga ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Blitar, diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai (cukup) bagi terselenggaranya mekanisme kegiatan secara efektif dan efisien. Di samping itu, pengelolaan sarana dan prasarana harus lebih tertib sehingga tepat dalam pemanfaatannya dan meminimalisir terjadinya barang yang tidak terdata atau hilang.
Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar berdasarkan Kartu Inventaris Barang per 31 Desember 2020 sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :
Tabel 2.6
Rekap Barang Inventaris Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar Tahun 2020.
	NO.
	NAMA BARANG
	JUMLAH
	KETERANGAN
(Kondisi)

	1. 
	Gedung Kantor
	1
	1 Komplek, baik

	2. 
	Kendaraan Roda 6 (Truck)
	2
	Ada, Baik, 2 unit Damkar

	3. 
	Kendaraan Roda 4
	10
	Ada, Baik, 1 unit truck Patroli, 5 unit Station, 3 unit Pick up, 1 unit Double Cabin

	4. 
	Kendaraan Roda 2 
	27
	Ada, Baik (termasuk Trail, motor pengawalan)

	5. 
	Handy Talky
	161
	150 unit HT (140 unit hilang, 10 unit rusak), 10 unit tranciver (ric), 1 unit pemancar

	6. 
	Alat Komunikasi Lain 
	6
	Ada, 5 unit Telepon (4 unit rusak, 1 unit baik), 1 unit Fax,1 unit righ (UHF)

	7. 
	Tameng
	15
	Ada, baik

	8. 
	Helm
	29
	Ada, Baik, … bh Dalmas, … bh Damkar

	9. 
	Tabung Damkar
	5
	Ada, Baik

	10. 
	Komputer/PC
	14
	Ada, 8 unit baik, 6 unit rusak

	11. 
	Laptop/Notebook
	12
	Ada, 9 unit baik, 3 unit rusak

	12. 
	Printer
	13
	Ada, 9 unit baik, 4 unit rusak

	13. 
	Kamera Foto
	4
	Tdk ada

	14. 
	Video Camera
	1
	Tdk ada

	15. 
	Slide Projector
	1
	Ada, baik

	16. 
	Layar Projector
	1
	Ada, baik

	17. 
	Televisi
	3
	Ada, baik

	18. 
	Wireless
	4
	Ada, baik

	19. 
	AC Split
	6
	Ada, baik

	20. 
	Senjata Api 
	-
	

	21. 
	Set meja tamu
	2
	Ada, baik

	22. 
	Lemari arsip
	12
	Ada, baik




[bookmark: _Toc464653568]2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM bahwa bentuk pelayanan masyarakat yang dilaksanakan/diimplementasikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar melalui tugas-tugasnya adalah urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain:
a) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
b) Pelayanan informasi rawan bencana; (Tahun 2021)
c) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; (Tahun 2021)
d) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bencana; (Tahun 2021) dan
e) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran 
Dalam rangka penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar memiliki peran strategis sebagai refresentasi pemerintah daerah dalam mewujudkan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib serta teratur.
Pelaksanaan Operasi dilaksanakan dalam bentuk patroli di lokasi yang memiliki potensi gangguan ketertiban umum dan sebagai upaya deteksi diniterhadap kemungkinan bentuk gangguan yang lebih luas.  Lingkup kerja dalam pelaksanaan patroli meliputi 22 wilayah kecamatan yang saat ini melaksanakan pembangunan serta situasi politik dan aktifitas masyarakat relative meningkat di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.
Upaya pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Polisi Pamong Praja dalam membantu menciptakan suasana tertib dan tenram pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak, dalam rangka menciptakan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan Satpol PP dan Damkar melaksanakan tugas pengamanan keseharian Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Daerah.
Agenda pemerintahan yang sangat strategis untuk diantisipasi oleh Satpol PP dan Damkar adalah penyelenggaraan Pilkada 2021, mengingat Kabupaten Blitar dengan wilayah yang luas tentu kesiapsiagaan dalammenghadapi segala kemungkinan gangguan trantibum menjadi sikap pertama yang akan dilaksanakan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar, tentunya melalui peningkatan koordinasi dengan instansi kepolisian dan TNI juga Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Selanjutnya Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, dalam hal peningkatan disiplin apartur Pemerintah Kabupaten Blitar, Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Daerah dan Inpektorat Kabupaten Blitar melakukan monitoring ke Organisasi Perangkat Daerah serta melakukan sidak ke tempat tempatkeramaian pada waktu jam kerja, diharapkan menurunnya penilaian negatif masyarakat terhadap kinerja aparatur.
Indikator Kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya.  Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP bahwa tujuan utama (strategis) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Kabupaten Blitar.


Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Satpol PP Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021
	No
	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi
	Target SPM
	Target IKK
	Target Indikator Lainnya
	Satuan
	Target Renstra SKPD Tahun
	Realisasi Capaian Tahun
	Rasio Capaian pada Tahun

	
	
	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)

	1.
	Rasio Jumlah Pol PP 
	-
	-
	-
	Org
	50
	50
	50
	60
	70
	33
	33
	33
	33
	
	66
	66
	66
	55
	

	2.
	Jumlah Linmas per 10.000 jumlah penduduk
	-
	-
	-
	Org
	100
	100
	100
	100
	100
	71
	71
	71
	70
	
	71
	71
	71
	70
	

	3.
	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/keluraha 
	-
	-
	-
	(Pos/RT)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	100
	100
	100
	100
	

	4.
	Penegakan Perda
	-
	-
	-
	Kasus
	100
	100
	100
	100
	100
	95
	95
	95
	95
	
	95
	95
	95
	95
	

	5.
	Cakupan patroli petugas Satpol PP 
	-
	-
	-
	(kali/Hari)
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	
	100
	100
	100
	67
	

	6.
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten
	-
	-
	-
	Kasus
	100
	100
	100
	100
	100
	95
	95
	95
	95
	
	95
	95
	95
	95
	

	7.
	Petugas Linmas di kabupaten 
	-
	-
	-
	Org/RT
	1
	1
	1
	1
	1
	0,71
	0,71
	1,4
	1
	
	71
	71
	140
	100
	

	8.
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran
	-
	-
	-
	WMK
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	100
	100
	100
	100
	

	9.
	Tingkat waktu tanggap (response time rate)daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
	-
	-
	-
	menit
	15
	15
	15
	15
	15
	40
	40
	55
	30
	
	-167
	-167
	-267
	-100
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Dalam pelaksanaan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya, akan lebih banyak berperan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Satuan Polisi Pamong Praja.  Hal ini merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh dua organ penegak Peraturan Daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah.  Disamping itu, kedua organ tersebut akan terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya (Kepolisian, Kejaksaan).  Keterkaitan tersebut merupakan satu system peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) dalam penegakan hukum (Peraturan Daerah).
Tingkat Pengetahuan dan Wawasan PPNS dan Satpol PP dan Damkar di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar sangat penting dalam menentukan jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan  pembangunan.  Oleh sebab itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas Pol PP, Damkar dan PPNS.  Upaya peningkatan kualitas PPNS, Satpol PP dan Damkar di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar terus dilakukan, disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada di daerah.
Pada pelaksanaan penegakan hukum, diupayakan Tim bertindak dengan ramah dan bijak (humanis), bersahabat, tetap tegas dalam bertindak dengan mengedepankan metode preventif sebagai pendekatan utama, mengedepankan sifat persuasif dan edukatif menggunakan kemampuan berkomunikasi yang baik.  Hal tersebut akan berpengaruh terhadap jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Aparat, Masyarakat, Badan Hukum terhadap Perda dan Peraturan Pelaksanaannya.
Sebagaimana diketahui bahwa fungsi peraturan daerah (Perda) adalah sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (law as a tool of social engeneering), sebagai instrumen integrasi social, instrumen penyelesaian masalah (dispute resolution) dan sebagai instrumen pengatur perilaku masyarakat (social control).  Perda sifatnya mengatur, dengan tujuan untuk mewujudkan Keadilan, mewujudkan Kepastian Hukum, mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban serta mewujudkan Kemanfaatan Sosial.

Dalam mewujudkan keberhasilan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya diperlukan beberapa tahap diantaranya :
1. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada aparatur, masyarakat dan atau Badan Usaha/Hukum dengan adanya kewajiban dan larangan yang tertuang dalam Peraturan Daerah;
2.  Mengadakan inventarisasi dugaan pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan aparatur, masyarakat dan atau Badan Usaha/Hukum yang menjadi obyek penegakan Peraturan Daerah;
3. 	Melaksanakan Penyelidikan dan/atau Penyidikan kepada aparatur, masyarakat dan atau Badan Usaha/Hukum yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;
4.	Mengadakan rapat persiapan dan konsolidasi dengan semua
personil/instansi/OPD yang akan terlibat dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah terlebih dahulu, hal ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi serta persiapan dalam pelaksanaan operasi terpadu Penegakan Peraturan Daerah.
Sesuai dengan kewenangan tersebut, Satpol PP dan Damkar berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat, Badan Usaha/Hukum dan aparatur, melaui sosialisasi berbagai perda, dan peraturan pelaksanaannya, serta melaksanakan penegakan perda bekerjasama dengan instansi terkait (BKPSDM, Kepolisian, Kejaksaan dan lainnya), dengan harapan menurunnya jumlah pelanggaran terhadap Perda dan Peraturan Pelaksanaannya.  Hal tersebut sejalan dengan RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2021-2024, bahwa capaian kinerja yang diharapkan dalam bidang ketentraman masyarakat, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana diantaranya adalah minimnya warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/ atau peraturan pelaksanaannya. Untuk mengukur implementasi kebijakan (Peraturan Daerah, Perbub, Kepbub), pembinaan aparatur, masyarakat dan badan hukum, dapat dilihat dari laporan PPNS dan Satpol PP dan Damkar, dan laporan dari OPD, serta dapat dilihat dari jumlah operasionalisasi penegakan perda setiap tahunnya.

Indikator kinerja dalam pencapaian target Linmas adalah jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk/Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota serta Prosentase aparatur Satpol PP dan Damkar yang terlatih. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah :
1. Dukungan organisasi serta ketersediaan anggaran untuk mengembangkan sumber daya aparatur yang berkompeten, kreatif dan berinovasi serta memiliki jiwa korsa dan semangat dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban untuk mencapai visi misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Blitar, sehingga masyarakat tidak memandang minor keberadaan Satpol PP dan Damkar karena acapkali melakukan tindakan razia dan penertiban PK-5, penertiban anak jalanan, gepeng dan sebagainya yang mengakibatkan citra Satpol PP kurang populer. Namun bukan berarti masyrakat tidak membutuhkan peran Satpol PP dan Damkar.
2. Capaian jumlah anggota Linmas dihitung berdasarkan  jumlah TPP, TPS dan PPS serta anggota Linmas Perempuan (Srikandi Linmas).   Tahun 2021 pada saat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar yang berjumlah 90 orang.  Akan tetapi anggota Linmas tersebut bersifat sementara atau dengan kata lain menjabat anggota Linmas hanya pada saat Pemilu berlangsung.  Seharusnya anggota yang terbentuk dibagi ke wilayah masing-masing sesuai target SPM yaitu 1 orang linmas per RT  untuk menjalankan fungsinya turut berperan aktif dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum sebagai langkah awal melindungi masyarakat melalui antisipasi dini mencegah gangguan trantibum dan tindak-tindak kriminal lainnya, serta percepatan dalam penyelesaiannya.
3. Tingkat Pengetahuan dan Keterampilan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Blitar.
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Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayananan SATPOL PP Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

	Uraian
	2021
(Perubahan)
	Anggaran Pada Tahun
	Realisasi Anggaran Pada Tahun
	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun

	 
	 
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	(1)
	
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	BELANJA
 
	 
	 9.920.464.000 
	11.749.341.700 
	12.806.982.800 
	10.187.175.804 
	10.065.644.062 
	 9.193.163.673 
	 9.734.165.219 
	10.975.174.219 
	   9.446.438.765 
	-
	92,67
	82,85
	85,70
	92,73
	-

	Belanja Tidak Langsung
	 
	 4.764.189.000 
	 4.252.311.700 
	 6.563.330.600 
	 5.894.517.304 
	 7.135.472.462 
	 4.721.267.601 
	 4.367.046.783 
	 6.131.987.244 
	 5.625.950.355 
	-
	99,10
	102,70
	93,43
	95,44
	-

	Belanja Pegawai
	 
	 4.764.189.000 
	 4.252.311.700 
	 6.563.330.600 
	 5.894.517.304 
	 7.135.472.462 
	 4.721.267.601 
	 4.367.046.783 
	 6.131.987.244 
	 5.625.950.355 
	-
	99,10
	102,70
	93,43
	95,44
	-

	Belanja Langsung
	 
	 5.156.275.000 
	 7.497.030.000 
	 6.243.652.200 
	 4.292.658.500 
	 2.930.171.600 
	   .471.896.072 
	 5.367.118.436 
	 4.843.186.975 
	 3.820.488.410 
	-
	86,73
	71,59
	77,57
	89,00
	-

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	    791.825.000 
	    696.866.000 
	    664.367.200 
	    691.342.000 
	    894.026.000 
	      69.420.235 
	    693.411.269 
	    663.993.220 
	    687.400.110 
	-
	97,17
	99,50
	99,94
	99,43
	-

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	 1.116.056.000 
	 2.730.940.000 
	 1.876.160.000 
	    329.261.500 
	    910.742.750 
	 1.092.574.654 
	 1.420.686.431 
	    593.651.699 
	    323.005.700 
	-
	97,90
	52,02
	31,64
	98,10
	-

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Program Penanggulangan Bencana
	    767.825.000 
	    737.324.000 
	    432.100.000 
	      30.195.000 
	    792.300.000 
	    695.340.000 
	    703.679.000 
	    394.621.137 
	      29.259.500 
	-
	90,56
	95,44
	91,33
	96,90
	-

	Program Perencanaan Penganggaran Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Program Penanggulangan Kebakaran
	      19.500.000 
	        2.500.000 
	      20.000.000 
	      30.000.000 
	    333.102.850 
	                         - 
	        2.500.000 
	      19.905.000 
	      29.999.000 
	-
	0,00
	100,00
	99,53
	100,00
	-

	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
	 
	    610.830.000 
	    417.540.000 
	    447.125.000 
	    258.330.000 
	 - 
	    577.183.856 
	    399.931.242 
	    434.844.500 
	    242.211.500 
	-
	94,49
	95,78
	97,25
	93,76
	-

	Program Pemeliharaan Kantrantibmas
	 
	 1.527.420.000 
	 1.422.250.000 
	    667.700.000 
	    697.900.000 
	 - 
	 1.018.755.927 
	    938.625.927 
	    658.924.069 
	    500.940.000 
	-
	66,70
	66,00
	98,69
	71,78
	-

	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
	 
	    322.819.000 
	    984.660.000 
	 1.677.700.000 
	 2.170.255.000 
	 - 
	      18.621.400 
	    932.336.500 
	 1.632.919.500 
	 1.924.162.600 
	-
	98,70
	94,69
	97,33
	88,66
	-

	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
	 
	                       - 
	    504.950.000 
	    458.500.000 
	      85.375.000 
	 - 
	                         - 
	    275.948.067 
	    444.327.850 
	      83.510.000 
	-
	#DIV/0!
	54,65
	96,91
	97,82
	-








	Uraian
	2021
(Perubahan)
	Anggaran Pada Tahun
	Realisasi Anggaran Pada Tahun
	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun

	 
	 
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	(1)
	 
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	BELANJA
 
	 
	 9.920.464.000 
	11.749.341.700 
	12.806.982.800 
	10.187.175.804 
	
	 9.193.163.673 
	 9.734.165.219 
	10.975.174.219 
	   9.446.438.765 
	-
	92,67
	82,85
	85,70
	92,73
	-

	Belanja Tidak Langsung
	 
	 4.764.189.000 
	 4.252.311.700 
	 6.563.330.600 
	 5.894.517.304 
	
	 4.721.267.601 
	 4.367.046.783 
	 6.131.987.244 
	 5.625.950.355 
	-
	99,10
	102,70
	93,43
	95,44
	-

	Belanja Pegawai
	 
	 4.764.189.000 
	 4.252.311.700 
	 6.563.330.600 
	 5.894.517.304 
	
	 4.721.267.601 
	 4.367.046.783 
	 6.131.987.244 
	 5.625.950.355 
	-
	99,10
	102,70
	93,43
	95,44
	-

	Belanja Langsung
	 
	 5.156.275.000 
	 7.497.030.000 
	 6.243.652.200 
	 4.292.658.500 
	
	   .471.896.072 
	 5.367.118.436 
	 4.843.186.975 
	 3.820.488.410 
	-
	86,73
	71,59
	77,57
	89,00
	-

	Belanja Pegawai (Honor PNS/Non PNS)
	
	-
	50.265.000
	58.565.000
	51.345.000
	
	-
	46.875.000
	54.585.000
	47.445.000
	
	-
	93,26
	93,20
	92,40
	

	Belanja Barang dan Jasa
	
	4.626.279.000
	5.404.060.000
	4.900.087.200
	4.241.313.500
	
	3.804.652.145
	4.743.251.436
	4.781.164.975
	3.773.043.410
	
	82,24
	87,77
	97,57
	88,96
	

	Belanja Modal
	
	529.996.000
	2.042.705.000
	1.285.000.000
	-
	
	523.098.000
	746.215.000
	-
	-
	
	98,70
	36,50
	-
	-
	




Pertumbuhan anggaran setiap tahunnya tidak bisa terukur secara periodik karena anggaran disesuaikan kebutuhan pada tahun yang bersangkutan.  Ada kalanya mengalami penurunan dan ada kalanya mengalami kenaikan.
Faktor-faktor penghambat keberhasilan capaian program-program antara lain adalah :
1. Perubahan struktur organisasi, program dan kegiatan yang harus disesuaikan berdasarkan tugas dan fungsi organisasi. Unit Pemadam kebakaran (Damkar) digabung dengan Satpol PP Tahun 2017. Selain itu dikuatkan dengan Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar bahwa dalam melaksanakan pembagian fungsi manajemen pada Satpol PP dan Damkar. Oleh karena itu, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar terus berusaha memperbaiki tata kelola kinerja organisasi agar menjadi lebih baik, sehingga terlihat jelas adanya beberapa tambahan program dan kegiatan atau berkurangnya program dan kegiatan, bahkan yang  terjadi setiap tahunnya.
2. Alokasi anggaran setiap tahunnya berada di bawah dari anggaran yang direncanakan (target) sehingga program/kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
3. Keterbatasan kuantitas dan kualitas personil Satpol PP dan Damkar menghambat capaian kinerja. Tentunya hal ini diperlukan pada pelaksanaan patroli, pengamanan, operasi, dan penegakan perda.


[bookmark: _Toc464653569]2.4. 	TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN BLITAR

Jaminan ketertiban dan ketenteraman merupakan hak dasar masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang layak. Jelas dalam mengemban amanah masyarakat Satpol PP dan Damkar tidak bekerja sendirian. Satpol PP dan Damkar beserta jajarannya secara proaktif akan berupaya meraih dukungan publik.
Sebagaimana diamanatkan Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah
dalam sistem Negara kesatuan RI.  Hal tersebut akan ditempuh dengan lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan. Upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutamaterkait dengan ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan, juga cenderung mengurangi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara.
Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan berbagai kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.  Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa Satpol PP merupakan bagian Perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
Tantangan tugas Satpol PP dan Damkar  ke depan akan semakin berat karena adanya berbagai varian gangguan ketertiban dan ketentraman yang terjadisebagai dampak dari perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konflik horisontal maupun vertikal yang mengarah padagerakan separatisme, terorisme serta berbagai bentuk kejahatan lain yayang mengancam masyarakat dan merugikan kekayaan negara harus dapat ditangani secara koordinatif, komprehensif dan professional.
Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar sesungguhnya telah melakukan berbagai upaya dengan pencegahan melalui pendekatan kepada masyarakat sehingga masalah gangguan ketertiban dan ketenteraman di wilayah tidak sampai berkembang lebih besar. Namun demikian upaya-upaya yang telah dilaksanakan bukanlah hal mudah, banyak tantangan yang dihadapi baik di internal organisasi maupun eksternal antara lain :
a. Internal :
a). Konflik internal, karena kurangnya koordinasi dan kerjasama antar bidang sehingga terkesan setiap keberhasilan suatu kegiatan adalah keberhasilan bidang atau seksi yang menangani bukan keberhasilan semua pihak;
b). Keterbatasan jumlah dan kualitas personil yang mengakibatkan beberapa kegiatan tidak terlaksana secara maksimal;
c). Pengetahuan serta pemahaman personil tentang nilai-nilai atau aturan-aturan yang terkandung dalam Perda masih sangat minim;
d). Hak perlindungan dan asuransi keselamatan bagi angota Satpol PP dan Damkar yang dinilai masih belum sebanding dengan resiko kerja atau tugas yang harus dilakukan;
e). Kurangnya anggaran operasional yang mendukung program dan kegiatan organisasi;
f). Koordinasi antar instansi terkait belum terjalin dan berlangsung secara optimal.Upaya penegakan Perda dan upaya untuk menciptakan ketentraman serta ketertiban umum terkesan masih bersifat parsial, bahkan lembaga Satpol PP dan Damkar seolah berjalan sendiri untuk melaksanakan tugas yang relatif berat tersebut;
g). Belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi PERDA yang dilakukan di tingkat masyarakat luas, sehingga masih cukup banyak warga masyarakat yang belum memperoleh pemahaman optimal dalam proses internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang terkandung dalam Perda. Perangkat Daerah yang berkompeten kurang proaktif dalam melakukan sosialisasi.  Bagi Satpol PP dan Damkar, upaya untuk menegakkan pelaksanaan Perda tentu menjadi lebih sulit, tatkala di masyarakat sendiri ternyata pengetahuan tentang hal ini masih kurang karena sosialisasi yang dilakukan memang belum maksimal dan menjangkau masyarakat luas.
h). Fungsi Pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) belum optimal.  Keberadaan PPNS belum banyak dilibatkan dalam menangani pelanggaran Perda.  Satpol PP dan Damkar sebagai koordinator PPNS masih kurang koordinasi/kerjasama dengan PPNS instansi lain serta aparat penegak hukum terkait (Kepolisian, Kejaksaan).

b. Eksternal :
a) 
i. 
a) 	Masih belum terumuskannya rencana induk pembangunan yang benar-benar komprehensif antara instansi/dinas satu dengan yang lain dalam penanganan masalah sosial-politik tertentu, sehingga tidak jarang menghadapkan Satpol PP dan Damkar pada sebuah dilema.  Sebagai contoh dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk kasus penertiban Anak Jalanan. Sering Satpol PP dan Damkar hanya diberi tugas melakukan penertiban yang sifatnya parsial dan temporer, sementara itu program-program penanganan pasca penertiban Anak Jalanan yang semestinya dilakukan dinas yang lain, ternyata tidak dilakukan.  Hal ini biasanya mengakibatkan penanganan yang dilakukan menjadi tidak tuntas, dan Satpol PP dan Damkar seringkali harus bermain kucing-kucingan dengan Anak Jalanan karena setelah ditertibkan, mereka biasanya kembali beroperasi di lokasi yang sama atau lainnya akibat tidak adanya solusi yang benar-benar komprehensif oleh dinas terkait.
b) Masih banyaknya masyarakat/pengusaha yang melanggar kode etik tata kelola lingkungan, belum mempunyai ijin yang berkaitan dengan usaha yang dimiliki (pelanggaran perijinan).
c) Masyarakat kurang berperan aktif turut menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.  Dilihat dari angka pelanggaran Perda yang masih banyak, fungsi keberadaan Pos Kamling yang sudah tidak aktif lagi, kecuali pada saat ada perlombaan (Siskamswakarsa).
d) Anggota Linmas yang ada saat ini adalah anggota linmas yang terbentuk tahun 2020 sesuai kebutuhan dari pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Blitar.  Biasanya setelah pemilihan umum selesai, maka berakhir pula tugas mereka, sehingga status keanggotaan mereka tidak permanen.
e) Keberadaan dinas/instansi lain ada yang bersinggungan dengan tugas dan fungsinya Satpol PP dan Damkar. Sehingga ada fungsi-fungsi tertentu di Satpol PP yang tidak bisa terlaksana karena sudah menjadi kewenangan dinas/instansi yang bersangkutan.
f) Masih adanya kekeliruan persepsi dan image masyarakat terhadap Satpol PP dan Damkar yang terkadang dituding hanya sebagai tukang obrak yang tidak peka pada masalah kemanusiaan dan penderitaan orang kecil, sehingga menyulitkan upaya Satpol PP dan Damkar untuk mengembangkan dukungan dari berbagai kelompok serta organisasi sosial-politik dan warga masyarakat dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan ketentraman.  Sebagian masyarakat masih berpandangan bahwa urusan ketertiban dan ketentraman adalah tugas dan tanggung jawab aparat itu sendiri, sehingga partisipasi dari warga masyarakat yang semestinya menjadi kunci sukses kinerja Satpol PP dan Damkar menjadi kurang berkembang.
g) Adanya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan aparat dalam menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi dan pengaduan yang disampaikan.
h) Penguasaan IPTEK dan IT oleh aparat sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien.

Dalam menghadapi segala tantangan tentunya ada peluang dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar, diantaranya :
1. Anggaran yang tersedia dapat mengoptimalkan kegiatan Satpol PP dan Damkar untuk mendukung Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar.
2. Sejumlah 30 (tiga puluh) personil sudah lulus pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja. Untuk Personil Damkar yang sudah mengikuti Diklat Damkar I sejumlah 9 orang terdiri dari 1 PNS 8 non PNS. Selain itu dilakukan upaya peningkatan SDA Satpol PP dan Damkar dalam memahami peraturan peraturan dalam pelaksanaan tugas kedinasan, yaitu melalui kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan sasarannya anggota Satpol PP dan Damkar.
3. Dinamika perkembangan produk hukum daerah. Diantara produk hukum yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Blitar terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar adalah :
· Perda Kabupaten Bl;itar Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraaan Ketertban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat;
· Peraturan Bupati Blitar Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
· Peraturan Bupati Blitar Nomor 48 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP Kabupaten Blitar.
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemahaman dan pengetahuan dalam memelihara ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.  Dilihat dari setiap kegiatan pembinaan penyuluhan pencegahan dan pengawasan tindak pelangaran Perda peserta yang hadir selalu memenuhi target
5. Upaya pemerintah untuk menyusun Perda-Perda yang mendukung tupoksi Satpol PP dan Damkar dan bersinergi dengan Instansi/Dinas terkait sehingga mempermudah mencari solusi penyelesaiannya.  Perda yang tersusun diantaranya Perda Kabupaten Blitar Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
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